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Laporan KKM ini.  

4. Ibu Dra. WOR WINDARI, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu yang telah memberikan 

kesempatan untuk belajar dan mengembangkan ilmu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kuliah Kerja Magang (KKM) adalah kegiatan intrakurikuler yang 

menjadi bagian dari proses pendidikan, di mana mahasiswa terlibat langsung 

dalam pengalaman belajar di dunia kerja. Program ini dirancang untuk 

memberikan mahasiswa kesempatan praktis menerapkan teori yang telah 

dipelajari dalam konteks nyata, sekaligus memungkinkan mereka 

berpartisipasi langsung dalam tugas-tugas di perusahaan swasta, BUMN, 

BUMD, maupun instansi pemerintah. KKM berfungsi sebagai jembatan antara 

teori perkuliahan dengan praktik yang ada di dunia kerja, baik di sektor swasta 

maupun pemerintahan. 

KKM sangat penting bagi mahasiswa karena memberi mereka 

pemahaman tentang dinamika komunikasi dan proses kerja di suatu perusahaan 

atau instansi, serta membantu mereka melihat perbedaan antara teori dan 

praktik. Selain itu, KKM juga membantu membentuk pola pikir yang lebih 

terarah dan konstruktif, serta mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi 

dunia kerja yang kompetitif. Melalui KKM, mahasiswa dapat mempelajari 

kerjasama dan komunikasi yang terjadi antara karyawan di perusahaan atau 

instansi yang mereka tempati. Dalam pelaksanaan KKM, mahasiswa diberi 

kebebasan oleh kampus untuk memilih tempat magang. Penulis memilih Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Jombang karena lokasinya yang strategis serta sambutan hangat dari karyawan 

yang siap membimbing selama KKM berlangsung. 

Pelayanan adalah tugas utama pemerintah dalam upaya 

menyejahterakan masyarakat. Bagi masyarakat, layanan yang diberikan 

pemerintah bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar setiap individu. Hal ini 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. Masyarakat menjadi penerima berbagai jenis layanan yang disediakan 

oleh pemerintah melalui berbagai instansi. Pelayanan publik didefinisikan 

sebagai segala bentuk kegiatan layanan umum yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di lingkungan 
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BUMN/BUMD, dalam bentuk barang atau jasa, baik untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat maupun untuk menjalankan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

DPMPTSP Kabupaten Jombang telah memperkenalkan inovasi terbaru 

dalam layanan perizinan online yang cepat, tepat, efisien, transparan, dan 

akuntabel. Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Jombang juga bertugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal, serta 

menyelenggarakan layanan administrasi penanaman modal, perizinan, dan 

non-perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, 

simplifikasi, keamanan, kepastian, dan transparansi. Salah satu pelayanan 

perizinan ini menggunakan aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital (MPP 

Digital) yang dijalankan secara elektronik, di mana aplikasi ini dapat 

menangani permohonan perizinan, yaitu permohonan tenaga kesehatan yang 

diajukan secara online. 

Mahasiswa melaksanakan KKM untuk memahami kinerja, prosedur, 

dan mekanisme yang berjalan di DPMPTSP Kabupaten Jombang, serta untuk 

membandingkan antara ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan 

dunia kerja di perusahaan. Laporan KKM ini berjudul “Analisis Efektivitas 

Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Tenaga Kesehatan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang”. 

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang 

Kuliah Kerja Magang (KKM) dilaksanakan selama 2 Bulan terhitung 

dari tanggal 01 Juli - 31 Agustus 2024 di DPMPTSP Kabupaten Jombang dan 

bertujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja yang nyata 

pada masa sekarang 

b. Untuk melatih penulis sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia kerja 

c. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan sehingga 

mampu memahami penerapan ilmu akuntansi yang telah dipelajari selama 

mengikuti perkuliahan di Program Studi S1 Akuntansi STIE PGRI 

Dewantara Jombang pada perusahaan.  
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d. Menganalisa masalah-masalah yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang serta 

untuk mengetahui Analisis Efektivitas Mal Pelayanan Publik Digital 

(MPPD) Tenaga Kesehatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. 

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang 

Adapun manfaat yang diharapkan dari Kuliah Kerja Magang (KKM) 

yaitu untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Selain itu, program 

magang ini juga untuk menjembatani antara konsep teori yang di terima 

mahasiswa di dalam kelas dengan praktiknya di dunia kerja. Sehingga secara 

umum manfaat dari program magang/ praktik kerja adalah:  

1. Memperoleh pengalaman serta wawasan langsung di dunia kerja 

untuk memperkaya keterampilan teknis lebih mendalam tentang 

dinamika tempat kerja dan budaya perusahaan. 

2. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan dengan 

membangun koneksi dengan profesional sehingga mampu 

mengembangkan karier dimasa depan. 

3. Berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan dengan 

memberikan pengalaman praktis. 

4. Mampu memperkenalkan STIE PGRI Dewantara Jombang kepada 

instansi yang membutuhkan tenaga kerja dibidang akuntansi 

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang 

Kuliah Kerja Magang (KKM) ini dilaksanakan di: 

Nama tempat KKM : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  

  Satu Pintu Kabupaten Jombang 

Alamat Instansi  : Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151, 

  Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang,  

  Jawa Timur 61419 

No. Telepon  : (0321) 873333 
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1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang 

Berdasarkan Kalender akademik STIE PGRI Dewantara Jombang, 

Kuliah Kerja Magang (KKM) dilaksanakan pada akhir semester 6 untuk 

memenuhi matkul KKM di semester 7 dan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 

bulan. Saya mengajukan jadwal tersebut pada tanggal 01 Juli 2024 s/d 31 

Agustus 2024. Berikut ini jadwal rencana pelaksanaan Kuliah Kerja Magang 

yaitu: 

Tabel 1.1 Rencana Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang 

No. Kegiatan 
01 Juli – 31 Agustus 2024 

I II III IV V VI VII VIII IX 

1. 
Pengenalan 

Lingkungan Kerja 

         

2. Pelaksanaan KKM          

3. Pengumpulan Data          

4. Menyusun Laporan          
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG 

2.1 Company Profil 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Instansi ini bertanggung jawab 

mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, sesuai 

dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 yang mengatur 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang. Adapun tugas 

pokok dan fungsi dari DPMPTSP Kabupaten Jombang meliputi: 

a. Merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan 

perizinan satu pintu; 

b. Melaksanakan kebijakan terkait penanaman modal dan pelayanan 

perizinan satu pintu; 

c. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal serta 

pelayanan perizinan satu pintu; 

d. Menjalankan administrasi DPMPTSP; 

e. Menyelenggarakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

f. Melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan 

pemerintahan daerah di bidang tersebut; dan 

g. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi 

dan kewenangannya. 

Dasar Pembentukan: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 

2. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Jombang; 
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3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang 

Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Jombang. 

 

 (DPMPTSP) Kabupaten Jombang  

 Visi : 

      “Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing” 

 Misi : 

Dalam mewujudkan visi tersebut Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pintu, menetapkan 3 Misi yaitu sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional. 

2. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menunjang 

peningkatan investasi, dengan pelayanan yang baik dan optimal maka 

investor dapat ditarik ke Kabupaten Jombang; 

3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, 

Potensi Unggulan Lokal Dan Industri. 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi 

Adapun struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Jombang 

 

Dari struktur organisasi tersebut dapat diuraikan dalam bentuk tugas 

poko dan fungsi sesuai dengan jabatan structural yang ada yaitu sebagai 

berikut: 

a. Sekretariat 

Sekretariat, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. 

Sekretariat mempunyai fungsi yaitiu sebagai berikut :  

- Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan 

ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan 

rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta 

penatakelolaan keuangan;  

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan 

perundang-undangan;  

- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;  

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;  
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- Pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga; kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan 

aparatur sipil negara;  

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta 

pelayanan publik;  

- Pengelolaan aset;  

- Pengelolaan kearsipan;  

- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;  

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan 

strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran 

secara terukur dan berkelanjutan Penyelenggaraan pengkajian bahan 

fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana 

Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator 

Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKJiP) di lingkup Dinas; Penyelenggaraan pengkajian bahan 

kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk 

teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan 

Publik (SPP); Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; 

dan 

- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu: 

- Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan 

operasional;  

- Melaksanakan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan 

disiplin dan pengembangan karier;  
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- Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan 

dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat); 

- Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan 

keamanan kantor;  

- Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  

- Melaksanakan kegiatan kehumasan, penomoran izin dan kepustakaan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

- Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) dan Standar Operasioanal Prosedur;  

- Melaksanakan rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola 

barang-barang inventaris kantor;  

- Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan 

pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan 

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi 

pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi 

atas penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan. 

d. Koordinator 

Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, 

pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

pada satu kelompok substansi pada masing- masing pengelompokan uraian 

fungsi. 

e. Subkoordinator 

Subkoordinator melaksanakan tugas membantu koordinator dalam 

penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing masing 

pengelompokan uraian fungsi 

2.3 Kegiatan Umum Instansi  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Jombang merupakan lembaga yang memegang 
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peranan dan fungsi strategis dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan 

terpadu Kabupaten Jombang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah di bidang penanaman modal. Berdasarkan Peraturan 

Bupati Kabupaten Jombang Nomor 61 Tahun 2018, tugas pokok dan fungsi 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai 

berikut: 

• Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan 

perizinan satu pintu; 

• Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan 

perizinan satupintu; 

• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan perizinan satu pintu; 

• Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

• Penyelenggaraan fungsi – fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

• Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu dan; 

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG 

3.1 Pelaksanaan Kerja Magang 

Kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) yang dilaksanakan di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang 

beralamat di Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151, Candi Mulyo, 

Kec. Jombang, Kabupaten Jombang. Pelaksanaan KKM berlangsung pada 1 

Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024. Selama pelaksanaan KKM, penulis 

memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman berharga dengan diberikan 

tanggung jawab untuk menyelesaikan beberapa tugas yang terkait dengan 

pelayanan dan kepegawaian. Selama melakukan KKM di DPMPTSP 

Kabupaten Jombang, diwajibkan untuk disiplin waktu, dengan jam kerja sesuai 

jadwal yang ditetapkan, yaitu : 

Tabel 3.1 Jam Kerja DPMPTSP Kabupaten Jombang 

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.30-14.00 WIB 
12.00-13.00 WIB 

Jum`at 07.30-13.30 WIB 

 

Dalam pelaksanaan KKM, penulis ditempatkan di Bagian Pelayanan 

dan Perizinan, khususnya pada sub bagian Pelayanan Perizinan Berusaha dan 

Pelayanan Perizinan Non Berusaha. Tugas-tugas yang kerjakan selama 

program KKM meliputi membantu administrasi pelayanan perizinan, seperti 

mengklasifikasikan arsip dokumen perizinan, mengarsipkan SKR-D, mencatat 

buku pengendali setoran, mencatat data register pengaduan di bidang 

pengendalian dan pengawasan, mencatat bukti kendali setoran masuk, mendata 

surat verifikasi SIP Tenaga Kesehatan, merekapitulasi data izin usaha pada 

aplikasi OSS, mengklasifikasikan data proyek TB II menggunakan Microsoft 

Excel, mengklasifikasikan laporan pengukuran kinerja triwulan, serta mendata 

program dan kegiatan perubahan rencana kerja (renja). Selain itu, juga 

membantu Bagian Kesekretariatan dalam pengelolaan dan pelayanan 

administrasi umum, seperti mendata surat masuk dan mencatat disposisi, serta 
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melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan staf terkait. 

3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang 

Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Mgang (KKM), penulis mengamati 

bahwa layanan publik dalam penyelenggaraan perizinan di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang 

kini dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi SiRinduNona. Aplikasi 

SiRinduNona merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh DPMPTSP 

Kabupaten Jombang untuk melayani perizinan non berusaha secara online. 

Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan 

perizinan dan non perizinan secara online, serta memperluas akses masyarakat 

terhadap layanan yang lebih mudah, cepat, efisien, transparan, dan akuntabel.  

Pelayanan perizinan SiRinduNona yang dulu digunanakan untuk 

mengurus perizinan sekarang beralih ke aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital 

(MPPD). MPP Digital merupakan Pelayanan Publik berbasik elektronik 

Pemerintah Daerah yang terintegrasi ke dalam satu platform. MPP Digital 

menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, 

termasuk untuk meningkatkan investasi. Saat ini telah tesedia 2 (dua) layanan 

utama yaitu Layanan Izin Kesehatan dan Pengaduan.  

MPP Digital ini digunakan sebagai platform utama mengelola dan 

memproses permohonan izin praktik bagi para tenaga medis dan tenaga 

kesehatan yang menggantikan Sistem Perizinanan Terpadu Non Berusaha 

(SiRinduNona). Penggantian aplikasi ini dilakukan karena berdasarkan 

keputusan peraturan pusat. Dimana dari 60 Kota/Kabupaten se-Indonesia, 

DPMPTSP Kabupaten Jombang terpilih menjadi lokus Mal Pelayanan Publik 

Digital (MPPD). Diharapkan dengan penggantian MPP Digital ini, proses 

pengurusan izin praktik menjadi lebih efektiv, efisien dan lebih cepat tanpa 

adanya kendala. 

3.3 Landasan Teori 

3.3.1 Definisi Efektivitas 

Menurut Mahmudi (dalam Maisun, 2020) efektivitas adalah 

keterkaitan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah 
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ditetapkan. Semakin besar kontribusi hasil yang dicapai terhadap 

pencapaian tujuan, semakin efektif pula organisasi, program, atau 

kegiatan tersebut. 

3.3.2 Efektivitas Mal Pelayanan Publik Digital (MPP-Digital) 

Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) adalah aplikasi yang 

dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi PAN-RB No. 864 Tahun 2023 untuk 

mempercepat kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 

publik. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan akses masyarakat 

terhadap layanan administrasi kependudukan dan perizinan tenaga 

kesehatan, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. 

Efektivitas MPP Digital dapat dinilai melalui beberapa 

indikator, seperti berkurangnya antrian di kantor pelayanan fisik, 

meningkatnya jumlah pengguna yang memanfaatkan layanan online, 

serta percepatan penyelesaian layanan administratif. Dari data yang 

dikumpulkan selama masa magang, terlihat penurunan yang 

signifikan dalam jumlah kunjungan fisik ke kantor pelayanan, yang 

menunjukkan bahwa masyarakat semakin nyaman dan terbantu 

dengan penggunaan platform digital ini. Selain itu, waktu 

penyelesaian dokumen yang sebelumnya memerlukan beberapa hari 

kini dapat dipersingkat menjadi hanya beberapa jam berkat integrasi 

dan otomatisasi sistem yang diterapkan di MPP Digital. 

Selain itu, efektivitas MPP Digital juga tercermin dari 

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan 

online, yang menunjukkan peningkatan literasi digital di kalangan 

pengguna. Berdasarkan survei yang dilakukan, mayoritas pengguna 

merasa puas dengan kemudahan akses dan transparansi yang 

diberikan oleh MPP Digital. Mereka merasa bahwa layanan yang 

diberikan lebih cepat dan transparan dibandingkan dengan proses 

manual yang sebelumnya digunakan. 

Namun, meskipun terdapat peningkatan yang signifikan, MPP 

Digital masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan 
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tersebut adalah perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

keberadaan layanan ini, terutama bagi mereka yang belum terbiasa 

dengan teknologi digital. Selain itu, tantangan teknis seperti gangguan 

jaringan dan pemeliharaan sistem juga perlu diperhatikan untuk 

memastikan layanan berjalan dengan optimal. 

MPP Digital perlu terus berinovasi dengan menambahkan 

fitur-fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta 

memperluas jangkauan layanan yang dapat diakses secara online. 

Evaluasi rutin dan umpan balik dari pengguna menjadi kunci penting 

untuk memastikan platform ini terus berkembang dan mampu 

memenuhi harapan masyarakat. 

Secara keseluruhan, penerapan MPP Digital di DPMPTSP 

Jombang telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Dengan komitmen untuk terus melakukan 

perbaikan dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat yang terus 

berubah, MPP Digital memiliki potensi besar untuk menjadi model 

pelayanan publik yang efisien dan efektif di masa mendatang. 

3.3.3 Proses perizinan Tenaga Kesehatan  

Proses perizinan di Mall Pelayanan Publik Digital (MPPD) 

untuk tenaga kesehatan didesain dengan fokus pada efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas. Layanan yang saat ini dapat diakses 

melalui MPP Digital adalah layanan bidang perizinan tenaga 

kesehatan dengan kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan 

melalui integrasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 

(SISDMK). Sehingga, pemohon bisa mengajukan izin secara online 

melalui portal MPP Digital yang telah terhubung dengan berbagai 

instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan 

Kementerian Kesehatan. 

Alur proses Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan/Nakes 

APlikasi MPP Digital yaitu sebagai berikut: 

1. Registrasi Akun 

- Cari aplikasi MPP Digital pada Playstore, kemudian Instal. 
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- Pada halaman awal, klik tombol Daftar Akun, 

- Masukkan data pemohon, Klik tombol Kirim, 

- Jija sudah klik kirm lalu klik Ok untuk lanjut mengisi kode 

OTP, 

- Cek email untuk mendapatkan kode OTP, 

- Masukkan kode OTP, lalu klik login, 

2. Login Akun 

- Pada halaman awal, masukkan Email dan Kata Sandi, 

kemudian klik Masuk, 

- Jika berhasil, maka akan langsung otomatis masuk ke 

halaman Home aplikasi MPPD, 

3. Lengkapi Data Pemohon 

- Pengguna baru akan diminta untuk melengkapi data jika baru 

mendaftarkan aun, 

- Mengisi data diri pada Profil pengguna, 

- Mengunggah Foto KTP, Pas Foto, dan Foto Selfie, kemudian 

simpan data, 

- Jika berhasil, maka akan otomatis dikembalikan ke halaman 

Home aplikasi MPPD, 

4. Reset Password 

- Pada halaman awal Login, klik tombol Pemilihan Kata 

Sandi, 

- Masukkan email terdaftar, kemudian kirim, 

- Klik Ok untuk lanjut ke form berikutnya, 

- Masukkan kata sandi baru, dan kode OTP lalu, klik tombol 

kirim. 

5. Permohonan Izin Naked 

- Pada halaman awal Login, masukkan email dan password 

terdaftar, kemudian klik tombol Masuk, 

- Pada halam utama, pilih menu Izin Nakes, 

- Cek kelengkapan data pemohon, 

- Melengkapi data pemohon, 
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- Memilih wilayah perizinan, 

- Pilih kategori fansyaskes, 

- Pilih nama fansyaskes, 

- Pilih cek syarat, lalu klik ajukan permohonan. 

Berdasrakan alur proses Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga 

Kesehatan/Nakes Aplikasi MPP Digital yang telah di uraikan diatas 

berkut ini gambaran singkat dari proses tersebut yaitu sebagia berikut: 

 

 

Gambar 3.3.3 Alur proses SIP Nakes Aplikasi MPP Digital  

Kelengkapan data menjadi persyaratan terpenting untuk 

mempercepat proses perizinan, karena sistem secara otomatis akan 

memeriksa kelengkapan dan validitas dokumen pendukung, seperti 

sertifikat kompetensi, Surat Tanda Registrasi (STR), dan rekomendasi 

dari organisasi profesi. Hasil penilaian teknis akan menentukan 

apakah permohonan dapat langsung diproses untuk penerbitan izin 

atau membutuhkan perbaikan lebih lanjut. 

Untuk memastikan transparansi, pemohon dapat memantau 

status permohonan mereka secara real-time melalui portal MPP 

Digital. Selain itu, sistem ini juga mengirimkan notifikasi otomatis 

kepada pemohon mengenai perkembangan terbaru dari status 
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perizinan mereka. Mengenai tata cara mengaplikasikan MPP Digital 

ini dapat diakses menggunakan link sosialisasi pada tanggal 29 

Agustus 2024 yang bertepatan di PUPR Kabupaten Jombang: 

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1gS 

pgnsJpwWloxqApIgOno4QVnKHkB_T?usp=sharing 

3.3.4 Manfaat MPP Digital untuk Pelayanan Publik 

Adapun manfaat yang diperoleh dari adanya Aplikasi MPP 

Digital yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi masyarakat 

- Cukup install 1 (satu) aplikasi untuk akses layanan 

Pemerintahan Daerah 

- Meminimalisir proses upload data/dokumen persyaratan 

dengan integrasi dan bagi pakai data 

2. Manfaat bagi pemerintah daerah 

- Menghemat anggaran pengembangan dan pemeliharaan 

aplikasi karena memanfaatkan aplikasi berbagi pakai 

- Meminimalisir pemrosesan manual dokumen persyaratan 

layanan dengan adanya integrasi data 

3. Manfaat bagi pusat 

- Menjadi masukan SPBE Nasional dalam pengembangan 

mekanisme integrasi data (kependudukan dan tenaga 

kesehatan) secara nasional melalui Portal Nasional 

Pelayanan Publik 

3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi 

Pada awal penerapan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, 

yang berlangsung antara April hingga Juni, muncul berbagai masalah terkait 

minimnya sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi MPP Digital kepada 

masyarakat, khususnya pemohon izin dari kalangan tenaga kesehatan. Hal ini 

mengakibatkan banyak pemohon kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi, 

yang pada akhirnya menghambat proses pengajuan izin secara digital. 

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1gS
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Kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis menjadi kendala utama bagi 

para pengguna aplikasi tersebut. 

Namun, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah bersama 

instansi terkait mengambil sejumlah langkah strategis guna meningkatkan 

pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi MPP 

Digital. Salah satu solusi yang diterapkan adalah dengan mendistribusikan 

Manual Book atau panduan lengkap penggunaan aplikasi kepada semua tenaga 

kesehatan yang menjadi pengguna utama. Selain itu, pada tanggal 29 Agustus 

2024, dilaksanakan sosialisasi langsung yang dihadiri dari perwakilan  

Puskesmas, Rumah Sakit, farmasi kesehatan dan UPT laboratorium kesehatan 

daerah Kabupaten Jombang, dengan tujuan memberikan pelatihan dan 

pendampingan teknis kepada para pemohon izin, sehingga lebih mudah 

memahami dan memanfaatkan aplikasi MPP Digital secara efektif. 

Hal ini dilakukan tidak hanya dirancang untuk mengatasi masalah yang 

ada, tetapi juga untuk memastikan penggunaan aplikasi MPP Digital yang lebih 

luas dan efektif oleh masyarakat dalam jangka panjang. Dengan adanya 

sosialisasi yang intensif dan penyebaran panduan yang memadai, kini terlihat 

hasil yang positif, di mana masyarakat, khususnya tenaga kesehatan, telah 

mampu menggunakan aplikasi MPP Digital dengan baik untuk pengajuan izin 

dan layanan lainnya. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya sosialisasi dan 

pendidikan dalam memastikan keberhasilan adopsi teknologi baru di kalangan 

masyarakat.
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BAB IV 

KESIMPULAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) yang telah 

saya laksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Jombang, saya memperoleh banyak wawasan baru tentang 

pelaksanaan pelayanan perizinan, terutama melalui Mal Pelayanan Publik 

Digital (MPP Digital) tenaga kesehatan. MPP Digital ini merupakan inovasi 

penting yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas 

layanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan. 

Dengan adanya MPP Digital, tenaga kesehatan dapat mengakses 

layanan dengan lebih mudah dan cepat, mengurangi waktu tunggu, serta 

menyederhanakan prosedur yang sebelumnya kompleks. Proses perizinan yang 

dahulu memerlukan waktu yang lama kini dapat diselesaikan dengan lebih 

cepat, dalam hitungan jam atau menit, tergantung pada kompleksitas kasusnya. 

Ini membuktikan bahwa digitalisasi memang berperan besar dalam 

meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan layanan publik. Selain itu, MPP 

Digital juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Setiap tahapan 

layanan dapat diakses dan dipantau oleh pengguna, sehingga mengurangi 

kemungkinan kesalahan atau penyimpangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan 

efisiensi tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan 

pemerintah. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan Kuliah Kerja 

Magang (KKM) yang dilakukan, ada beberapa hal yang menurut saya perlu 

ditingkatkan seperti a) Terus mengembangkan sistem MPP Digital untuk 

memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat mengakses layanan dengan lebih 

cepat dan efisien, dan b) Meningkatkan pemahaman dan kemampuan tenaga 

kesehatan dalam menggunakan MPP Digital sehingga diperlukan pelatihan dan 

sosialisasi yang lebih intensif. Sehingga dengan melakukan beberapa 

sosialisasi serta pemahaman ini, mampu mengurangi kendala teknis atau 

kesalahan dalam mengoperasikan MPP Digital. Selain itu, tenaga kesehatan 
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juga dapat lebih mudah dalam mengakses maupun memanfaatkan layanan yang 

tersedia ini. 

4.3 Refleksi Diri 

Kuliah Kerja Magang (KKM) menjadi salah satu kewajiban yang harus 

dilakukan sebagai seorang mahasiswa dan syarat pemenuhan nilai yang 

disyaratkan Lembaga Perguruan Tinggi. Dalam menjalankan KKM ini, sering 

kali ada berbagai tantangan maupun kesulitan yang harus dihadapi dan hal ini 

tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Saya juga merasakan proses ini 

sering kali memerlukan banyak pengorbanan dan keikhlasan dalam hal watu, 

tenaga dan juga pemikiran, namun itulah bagian dari tanggung jawab sebagai 

mahasiswa. 

Selama menjalankan serangkaian proses Kuliah Kerja Magang (KKM) 

yang dilakukan dalam kurun waktu 60 hari kerja menjadi tantangan tersendiri 

bagi saya. Sebagai mahasiswa yang sebelumnya hanya mempelajari teori di 

kampus dan hanya mampu membayangkan bagaimana dunia kerja yang 

sesungguhnya. Dengan adanya KKM ini, mampu memberikan sebuah 

kesempatan untuk melihat serta merasakan secara langsung dinamika 

kehidupan professional. Dalam menjalankan KKM, saya dihadapkan pada 

berbagai masalah nyata di tempat kerja yang tidak pernah diperkirakan 

sebelumnya. Sehingga dengan adanya KKM ini, mampu mengasah 

kemampuan saya dalam bekerja sama dengan baik dan yang paling utama yaitu 

menambah kemampuan serta memberikan pengalaman yang berkesan. 

Saya yakin bahwa dengan pengalaman Kuliah Kerja Magang (KKM) 

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Jombang, akan memberikan banyak hal yang bermanfaat bagi diri saya pribadi 

maupun orang lain. Saya menyadari bahwa ketika kita bekerja dengan penuh 

keikhlasan dan tanpa pamrih, maka akan memperoleh lebih banyak hal baik 

dari pada yang kita harapkan. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa 

dengan adanya KKM ini, mampu mengasah kemampuan saya dalam 

berkomunikasi yang baik dan memberikan wawasan lebih luas tentang 

tantangan yang dihadapi dalam dunia kerja. 
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